
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan 

sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

penulis menyimpulkan sebagai berikut 

1) Tidak dijatuhkan sanksi pidana kurungan penjara bagi para 

pelaku tindak pidana Klitih yang dilakukan oleh pelajar di 

Yogyakarta bukan termasuk kedalam Penghapusan pidana. 

Sebagaimana yang telah penulis uraikan, tidak terpenuhinya 

unsur pembenar dan pemaaf yang menjadi unsur pokok 

dalam alasan penghapusan pidana inilah yang menyebabkan 

tidak dijatuhkan hukuman pidana kurungan penjara bagi 

para pelaku klitih yang dilakukan oleh para pelajar di 

Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM 

Polresta Yogyakarta, Para pelaku yang tertangkap basah 

melukai dan menyebabkan orang lain mengalami luka-luka 

dan mereka yang melakukan kegiatan berkendara secara 

bersama-sama (konvoi) namun mebawa senjata tajam 

sajalah yang dapat diproses di persidangan dan dapat 

dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan 

ketentuan sesuai dengan aturan persidangan anak apabila 

para pelaku masih tergolong dibawah unur. Sebaliknya bagi 
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mereka (para pelaku) yang melakukan aksi klitih tanpa 

melukai korban dengan senjata tajam tidak dapat dijatuhkan 

sanksi pidana namun akan tetap dibina dan dikembalikan 

kepada orangtua masing-masing sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2) Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Nuri Aryanto 

selaku KASUMNIT RESKRIM Polreta Yogyakarta dan 

Daniel Turibius kristianto selaku mantan pelaku klitih, maka 

penulis berkesimpulan bahwa Hukuman bagi para pelaku 

klitih sudah cukup adil bagi para pelaku. Penulis menimbang 

bahwa hukuman dan sanksi yang dihatuhkan berdasarkan 

tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sudah tepat. 

Berdasarkan penelitian ini, Berdasarekan penelitian ini, 

penulis juga berkesimpulan dengan adanya upaya Diversi 

yang dilakukan antara pihak korban dan pelaku membuat 

pihak korban juga akan merasa mendapat keadilan karena 

apabila korban tidak puas dengan ancaman pidana yang 

dijatuhkan, pihak korban dapat menuntut pelaku dengan 

sanksi yang setimpal menurut korban. 

 

 
B. Saran 

 

Setelah menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis terhadap kasus kejahatan jalanan yang terjadi 

di Yogyakarta, maka saran penulis atas penelitian terhadap kasus ini 
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yaitu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang ditujukan guna 

memberikan sanksi yang jelas kepada para pelaku kejahatan jalanan 

ini agar seluruh elemen masyarakat Yogyakarta dapat merasa aman 

dari ancaman aksi kejahatan jalanan ini. Sebab apabila sanksi 

“pembinaan” saja yang di jatuhkan kepada pelaku, maka bukan tidak 

mungkin aksi kejahatan ini akan tetap ada hingga generasi 

mendatang. 
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